
Menteri Perencanaan Pemhangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1 7/M.PPN/HK/ 03 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA

KER.JA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a

Mengingat : 1

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2075

Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur, diperlukan sinergi

Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan penyediaan

infrastruktu r dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha melalui Kantor Bersama;

bahw a b er dasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor

Ber sama Kerj a Sama P emerintah dengan B adan U saha;

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

percyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerja Sama

Pemerintah dengan Badan U saha;

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Anggaran

P endap atan dan B elanja Negara T ahun Anggar an 2 0 2 4 (kmb ar an

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 740,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20L3 tentangTata Cara

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah denganPeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 2078;

C,

2.

3.Peraturan.
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Perataran Presiden Nomor 38 Tahun 201,5 Tentang Kerlasama

P emenntah dengan Badan U saha D alam Penyediaan lnfrastruktur;

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 20L9 tentangPenataanTugas

dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode

Tahun 2019-2024;

Perataran Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang Organisasi

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Perafinan

Presiden Nomor SZTahun 2021;

Perataran Presiden Nomor 80 Tahun 2021, tentang Kementerian

P et enc anaan P emb angunan Nasional I

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2027 tentang Badan

P er enc anaan P emb anganan Nasional ;

P er atur an Menteri P er encanaan P embangonan Nasion al / Kepala

B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional Nomor 5 T ahun 2 O 7 6

tentang P etencanaan, Pelaksanaan, P elapotan, P emantauan dan

Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl

P er atur an Menteri P er encanaan P embangtnan Nasion al / Kep ala

B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional Nomor 3 T ahun 2 0 2 2

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementenan Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasionall

MEMUTUSKAN:

KEPUruSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

KANTOR BERSAMA KER.JA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN

USAHA.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bercama Kerla Sama

Pemerintah dengan Badan lJsaha untuk selanjutnya disebut Tim

Koordinasi Strategis Kantor Betsama, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantam dalam Lampiran yang mefitpakan bagian tidak
terpisahkan dai Keprttasan ini.

Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim
P el aksana, dan T enaga Pendukung.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tim Pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas
memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan

memantaukemajuan dan memberi satan pemecahan atas permasalahan

pelaksanaankegiatan.

Penanggang Jawab sebagaimana dimakstd dalam Diktum KETIGA

bertugas dan bertanggang jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim
Pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Pengarah.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT

bertugas:

a. membuat jadwal serta rencana kerla kegiatan Tim Koordinasi

Strategis Kantor Bersamal

b. menyusun dan mengintegrasikan kebrjakan Keqa Sama

Pemerintah /Pemenntah Daerah dengan Badan Usaha yang tepat

sasatan dalam dokumen perenc anaan;

c. berkoordinasi dan memberikan masukan kepada

Kementeria n / Lembaga / P emerintah D aer ah dalam pelaksanaan

penyediaan infrastruktur melalui skema Keqa Sama

Pemerintah / P emerintah D aerah dengan Badan Usaha.

d. melakukan diskusi dan brainstorming dengan

kementeria n / lemb aga, pemenntah daerah terkait, nar asumber

ahli, serta stakeholders terkait lainnya baik secara internal
marapun eksterna\ dan

e. memberikan laporan kepada Penanggtng Jawab terkait
pelaksanaan pengelolaan proyek penyediaan infrastruktur yang

akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah /Pemenntah
Daerah dengan Badan Usaha atas pelaksanaan kegiatan Tim
Pelaksana.

Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA

bertagas

a. membantu pelaksanaan twgas Tim Pelaksana dalam pengumpulan

data daninformasi; dan

b. melaktkan tugas kesekretaiatan dan tugas lain yang diberikan

oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi Strategis Kantor Bersama bersumber dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan

KETUJUH

Pembangunan
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KEDELAPAN

P embanglnan Nasional / B adan P erenc anaan P emb anganan Nasional

Tahun Anggaran 2024.

Keputusan iniberlaku sqaktanggal ditetapkan danberlaku surut sejak

tanggalZJanuari 2024.

Dttetapkan diJakafia
pada tanggal 7 9 Marct 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

fid.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementeria n P erencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, g

,.^W



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 7/M.PPN/HK/ 03 / 2024
TANGGAL 19 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA

KE&JASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

A. TIM PENGARAH

Ketaa
Anggota

Wakil Ketua

B.

C.

PENANGGUNG JAWAB : D eputi Bidang P endanaan P emb angunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

TIM PELAKSANA

Ketua

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Deputi Brdang Koordinasi Pengembangan
Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian
Koordinato r Brdang Perekonomian.

2. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan
P ertambangan, Kementerian Koord inator Brdang
Maritim dan Investasi.

3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Kementeria n Keuangan.

4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Kementeria n D alam Negeri.

5. Direktur Jenderul Bina Pemban4unan Daerah,
Kementeria n D alam Negeri.

6. Deputi BidangPerencanaan Penanaman Modal,
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebljakan, kmbaga Kebijakan Pengadaan

BarangfiasaPemedntah.

Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangtnan,
Kementerian PPN/Bappenas.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan
P embiay aan Infrastruktur, Kementer ian Keuangan.

Novie Andriani, Kementerian PPN/Bappenas.Sekretaris

Anggota
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Anggota 1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan
P embangunan, Kementerian Koord inator Bidang
Perekonomian.

2. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah
dan Badan lJsaha, Kementerian Koordinator
Bidang Kemanttman dan Inve sta si.

3. Direktur Pendapatan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri.

4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemeintahan
D aerah II, Kementedan D alam Negeri.

5. Direktnr Perencanaan Infrastruktur,
Kementerian lnvestasi/Badan Koordinasi
PenanamanModal.

6. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Khusus, l,embaga Kebijakan
P engadaan Bar ang/ J asa P emerintah.

7. Astu Gagono Kendarto, Kementerian
PPN/Bappenas.

8. AnggaEkanata,Kementerian PPN/Bappenas.

9. Yonathan Setianto Hadi, Direktorat Pengelolaan
Dukungan Pemerintah dan Pembrayaan
Infrastruktur, Kementerian Keuangan.

10. Djoko Wibowo, Asisten Kedeputian Perumahan,
Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastrukfur,
Kemenko Perekonono mian.

11. Renova HutapearAsisten Kedeputian Perwmahan,
Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur,
Kemenko Perekonono mian.

72. Hendra Agung Permana, Asisten Kedeputian
Keqasama Investasi Pemerintah dan Badan
U saha, Kementerian Koordina tor Bidang Maritim
dan Investasi.

13. Raden An'An Andri Hikmat, Direktorat
Pendapatan D aerah, Kementeria n D alam Negeri.

74. Mirni Sumiyati, Direktorat Pendapatan Daerah,
Kementeria n D alam Nege ri.

15. Danil Julio Sitompul, Direktorat Sinkronisasi
Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian
Dalam Negeri.

16. Manai Sampe Bulo, Direktorat Perencanaan
Infrastruktur, Kementerian Investasi/ Badan
Koordinasi P enanantan Modal.

77. Esmijati, Direktorat Perencanaan Infrastruktur,
Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi
PenanamanModal.

18. Ranto
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18.

19.

Ranto, Direktorat Pengembangan Strategi dan
Kebljakan Pengadaan Khusus, l,embaga

Kebljakan P engadaan Barangfi asa P emerintah.
Frama Nugraha, Direktorat Pengembangan
Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus,

l,embaga Kebrjakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Mirna Sarasw ati, Kementerian PPN/Bappenas.

Naomi Helena Tambunan, Kementerian PPN/

Bappenas.

Suryo Wijiono Pambudi, Kementerian PPN/
Bappenas.

Hanna Tua Marina Simamora, Kementerian PPN/

Bappenas.
Abdul Wasi' Azhane,, Kementerian
PPN/Bappenas.

Rossita Putri Andanni, Kementerian
PPN/Bappenas.

Ketut Josua Henrngpraja Sariasa, Kementerian
PPN/ Bappenas.

Fajar Muhammad Pramudia, Kementerian PPN/

Bappenas.

22.

20.
27.

23.

25

26.

24.

D. TENAGAPENDUKUNG

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan ashnya
Sekretaris Kementeria n P erencanaan Pembanganan Nasional/
Sekretaris UtamaBadan P emb angunan Nasional, a-i_

Teni

27

'1. BuddySupriyanto,KementerianPPN/Bappenas.
2. Muhammad Alwi Ramadhan, Kementerian PPN/

Bappenas.

3. lndira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

ttd.
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